 SALINAN
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PROVINSI JAWA TENGAH

: ’ - i PERAT URAN BUPAT I KARANGANYAR

NOMOR 43 TAHUN 2022
T ENTANG

«, PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 4
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN

) Menimbéng v

 Mengingat :

: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Sl BUPATI KARANGANYAR |
. "4bahwa dengan adanya penyesualan terhadap susunan
Pan1t1a Pelaksana Upaya Perdamman khususnya di
, Pemerlntah Desa maka Peraturan Bupat1 Karanganyar
‘,Nomor 27 Tahun 2022 tentang Balau Musyawarah
S ’Perdamalan perlu dlubah Co
R bahwa berdasarkan : pertlmbangan ' ‘s'ebagaimana-

‘ dlmaksud dalam huruf a “maka perlu menetapkan

Peraturan Bupat1 tentang Perubahan atas Peraturan

‘ Bupat1 Karanganyar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Bala1 ’
T Musyawarah Perdama1an

. j'Undang—Undang Nomor : 13 'Tah‘ur'ié 1950 tentang

Pembentukan | Daerah daerah ' Kabupaten dalam

'Llngkungan Prov1n31 J awa Tengah
S Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
o ,‘:’(Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2014

':Nomor 7, Tambahan ' Lembaran Negara Repubhk =
r Indone81a Nomor 5495) sebaga1mana telah d1ubah dengan

| Undang~Undang Nomor 11 ‘Tahun 2020 tentang Cipta

‘» Kexja (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2020 | _

‘Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Repubhkj .

i »v-'Indonesm Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang"

. ’ Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk o 'k



i iIndone31a Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
: ;’Negara Republik Indone31a Nomor 5587), sebaga1mana
telah diubah beberapa kali terakhlr dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

: Indones1a Nomor 6573)

\ K
T— MEMUTUSKAN

1

‘Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS’ |

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 27 TAHUN“

2022 \TENTANG BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN.
[ ;

’ , ' Pasall
Bebera;j)a .kctentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Balai Musyawarah Perdamaian
(Berita baerah Kabupaten‘ Kai'anganyar Tahun 2022 Nomor 27 )s
diubah sebaga1 berikut: ‘ , , ’
1. Ketentuan Pasal 5 d1ubah sehingga berbunyi sebagai
benkut ‘ |

‘} B :
| L , Pasa15

(1) Dalam rangka kelancaran fasilitasi ‘upaya perdamaian
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah/ Kepala
Desa berkoordinasi - dengan Camat dalam rangka
ﬁelaksanaan serté peménuhah fasilitas upaya perdamaian
s‘ebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(2) Dalam rangka kelancaran fas111tas1 upaya perdamauan
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah/Kepala

: Desa dapat membentuk Panitia = Pelaksana -~ Upaya
Perdamalan

'(3) F{amha Pelaksana Upaya ‘Pcfdamaian ‘sebkagaimana'
dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:

a. Kepala Desa/ Lurah selaku Ketua;' | ,

‘%). Sekretaris Désa/ Sekretaris Lurah selaku Sekretaris;

(r:. Kasi Keéejahteraan /Kasi Kesejahteraan Sosial sebagai

|

|

V

i

- anggota;




d. Kasi Pemerintahan /Kasi ,Ketentraman dan Ketertiban

| sebagai anggota; dan
e:. tokoh masyarakat sebaga1 anggota
( ) ’I‘ugas Panitia Pelaksana Upaya Perdamalan sebagaumana

dlmaksud pada ayat (2) meliputi: | 7 :
a. berkoordinasi dengan Camat dalam rangka

“ | g
“pelaksanaan serta pemenuhan fasilitas upaya

| perdamalan, 4
b berkoord1nas1 dengan Penuntut Umum dalam rangka
| pelaksanaan upaya perdamaian; dan
cl:. melaksanakan fasilitasi upaya  perdamaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(5) Panitia Pelaksana Upéya Perdamaian sebagaimana
d1maksud pada ayat (2) d1tetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa/Lurah.

~ { : )
2. kKetc'entuan dalam Lamplran diubah sehlngga berbunyi

'sebagalmana \tersebut dalam Lampiran yang merupakan

bag’ian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

‘ Pasal Il : |
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar ' setiap orang mengetahulnya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya |

‘dalam Benta Daerah Kabupaten Karanganyar.

- Ditetapkan di Karanganyar

‘pada tanggal 17 Mei 2022
‘BUPATI KARANGANYAR,
. TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar o Salinan sesuai dengan aslinya
‘ ' SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

pada tanggal 17 Mei 2022 '

SEKRE»TARIS DAERAH,’ KABUPATEN KARANGANYAR
TTD |

SUTARNO

/




‘ LAMPIRAN
"PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG
| PERUBAHAN ATAS PERATURAN
) © BUPATI KARANGANYAR NOMOR 27
o . TAHUN 2022 TENTANG BALAI

MUSYAWARAH PERDAMAIAN.

FORMAT PERATURAN I’)ESA‘TENTANG BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN

Menimbang :

 Mengingat

=

KEPALA DESA ...

KECAMATAN.... KABUPATEN KARANGANYAR

'NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG

BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 KEPALA DESA .....,

a. bahwa dalam rangka terpenuhinya keadilan restoratif

dengan upaya perdamaian dalam penanganan perkara
serta untuk pembentukan dan pelaksanaan Balai
Musyawarah Perdamaian maka perlu menetapkan
pedoman dalam pelaksanaan upaya perdamaian;

bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana

d1maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

_ Desa tentang Balai Musyawarah Perdamaian;

. ‘Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam
‘Llngkungan Provinsi Jawa Tengah o

. ’Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

| Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubhkk

Indonesm ‘Nomor 5495) sebaga_lrnana telah diubah
dengan Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

|
1



Menetapkan

' Clpta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia:
Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara
' Repubhk Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Bupat1 Karanganyar Nomor 27 Tahun 2022
i 1‘:entang Balai Musyawarah Perdamaian (Berita Daerah

kabupatcn Karanganyar Tahun 2022 Nomor 27);
I
|

BAD’AN PERMUSYAWARATAN DESA .....

Dengan Kesepakatan Bersama
o dan

' KEPALADESA....

‘ ) :

|

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DESA TENTANG BALAI MUSYAWARAH
PERDAMAIAN.

- BABI
' KETENTUAN UMUM

Baglan Kesatu

Pengertlan

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.

1

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mem1hk1 batas

Wllayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

: urusan Pemerintahan, kepentmgan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

- hak tradlslonal yang diakui ‘dan dihormati dalam sistem

' Perne{nntahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. -

Peme;rintah‘Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa

o sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunya1

Wewe\nang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan

- rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari

. Pemerlntah dan Pemermtah Daerah



. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD -

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerlntahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
‘ bérdasjarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demolératis. : |
Peratl,{ran Desé adalah Peraturan Perundang-undangan yarig
ditetal}okan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersar[na BPD. R '
Keadllan Restoratlf adalah penyelesalan perkara tindak pidana
denga’n mehbatkan pelaku Korban, keluarga pelaku/Korban,
dan p‘lhak lain yang terkait untuk bersama—sama mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan
kembéli pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Korban adalah orang yang mengalami pendcntaan fisik,
.mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh
suatq tindak pidana.
Penulffltut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh
Undajhg-Undang untuk - melakukan penuntutan dan
melaﬁsmakm penetapan hakim. |

. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau
»keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut - diduga
sebagr:u pelaku t1ndak p1dana '

| Baglan Kedua
‘ 1; o Maksud dan ’I‘ujuan
i ,

o \ Pasal 2
(1) Ma‘ksudv Peraturan Desa ini adalah menjadi pedoman dalam
fas}ilitasi penyelenggaraan Balai Musyawarah Perdamaian
, seléaligus ‘pedoman koordinasi dengan Penuntut Umum
| dalfim rangka mewujudkan Desa sebagai Balai Musyawarah
7 Pefdamaian
(2) ’I‘ujuan Peraturan Desa ini adalah terwujudnya keadilan
R restoratlf dalam penanganan tindak pidana yang tetap
memperhatlkan kepastlan hukum dan ketertiban hukum

‘ dengan tetap menggali nilai-nilai kemanus1aan hukum, dan

: keadllan yang hidup dalam masyarakat
|



‘ BAB II
E - FASILITASI UPAYA PERDAMAIAN. |
: ‘* : Pasal 3
(1) Pemerlntah Desa atas permintaan Penuntut Umum dapat
memfa3111ta31 - pelaksanaan = upaya perdamalan antara
Tersangka dengan Korban dalam tindak pidana.
(2) Fas111ta51 upaya perdamalan sebagalmana dlmaksud pada ayat
(1) berupa ' '
- a. meng1nformas1kan respon masyarakat terkait dengan tindak
L pldana yang dilakukan; -
b. mengumpulkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau
'perwakllan masyarakat dan plhak 1a1n yang terkalt dalam
L t1ndak pidana; dan
C. memfas1l1tas1 terselenggaranya proses perdamaian yang
| dllakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk
‘mufakat tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
| (3) Dalam rangka , terselenggaranya upaya  perdamaian
sebagalmana dimaksud pada ayat (2) hurufc, Pemermtah Desa
menyedlakan fasilitas paling sedikit berupa
a. ruangan beserta meja dan kursi yang akan digunakan dalam
prfosesﬁpaya perdamaian; dah , |
b. .pe}rangkat ‘Desa/ person’ilv dalam rangka menjaga ketertiban

upaya perdamaian.
| ,
B | Pasal 4
(1) Dalam rangka - kelancaran . fasilitasi upaya perdamaian
, sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Desa dapat
membentuk Panitia Pelaksana Upaya Perdamaian.’
(2) Pan1t1a Pelaksana Upaya Perdamalan sebagaimana dlmaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a. Kepala Desa selaku Ketua
b. Sekretans Desa selaku Sekretaris:
c. I;{asi Kesejahteraan s‘ebagai anggota;
d. Kasi Pemerintahan sebagai anggota; dan

|
e. 1l:o_koh masyarakat sebagai anggota.




(3) Panltla Pelaksana Upaya Perdamalan sebagalmana dimaksud

pada ayat (2) d1tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

; e ‘BABII

| / e f'VPEMBIAYAAN L

e T PasalS | |
Pemb1a[yaan dalam pelaksanaan fasﬂ1tas1 upaya perdamalan

d1bebalj.'1kan pada Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Desa dan

‘ "dana lam yang sah dan tldak meng1kat

: BAB IV ,
KETENTUAN PENUTUP

| o ;Pasala,"
. : Peraturan DéSa ini mulaivbebrlaku padé 'ta_nggal diundangkan.
 Agar | setiap orang ‘ mengetahumya memerintahkan
‘pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya

‘dalam Berlta Desa

Dltetapkan di.....
pada tanggal .....
 KEPALA DESA .....,

'D1undangkan di.... |

: pada tanggal e

i SEKRETARIS DESA

 LEMBARAN DESA...J TAHUN . NOMOR ..... e
L e / ~ BUPATI KARANGANYAR,
~ TTD
"JULIYATMONO




